PE
RATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 207 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
bersama Bupati Musi Rawas Utara telah menyetujui Peraturan
Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2016.

Undang-Undang  Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia

Nomor 4286);

4. Undang-undang.........

Scanned by CamScanner




3 ‘nd - -
N i’nu.m;, Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendabio i
Negara

‘ _ (Lembaran Negara Repubhble Indonesia Tabon 2004
“‘t""““i‘f 9. Tambahan Lembaran Negara  Republik Indones
Nomor 4355j

> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem
Perencanaan Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421,

L_-ndangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

‘\l

Unda“-g-U_ndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daecrah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S5049); |

8. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukkan
Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Sclatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2004 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokelerdan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416),;

]4.Peraturan..............
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Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

ey elol gy

;’ nEcioiaan keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
i\“- }‘ub“k’ Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

gt‘mtllmr) Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor ‘ - e . .
omor: 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Ec‘rqt\g'dn Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
crimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

;\:omor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Pef'aturar_l Pe’merintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indone;ia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

24, Peraturam.............
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! -+ Peraturan Mesnten Dalam Negen Nomor 52 Tahun 2015 tentang
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Pedoman Penyvusunan Anggaran Pendapatan dan Belar z
Daerah Tahun Anggaran 2016
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-2 Peraturan Bupati Mus:i Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2014
tentang Pokok-Pokok Dereel ! - oW
teniang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Mus: Ra

Was Ltara (Benta Daerah Kabupaten Mus: Rawas Utara

> Tahun 2014 Nomor 3):
M —a Ty . S . . < T
<0. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2013
terntane e PR | - 5
‘eniang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

iBermita Daerch ¥ N vt v 1 P
\S-c..\a Dacrah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor

- -

X
-

{ Dengan Perserujuan Bersama
DZWAN PERWAKRILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
dan
BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSEKAN :
Menetapxan . PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Pasal |
#nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikur:

1 Pendapatan Daerah Rp. 765.955.016.597,25
|2 Belanja Daerah Rp. 790.483.978.277,00
Surplus / Depisit Rp. (24.528.961.679,75)

;3 Pembiavaan Daerah

Rp. 26.128.951.672.75
Rp. 1.600.000.000,00
Rp. 24.528.961.679,75

2 Penernimaan

b. Pengeluaran

Pembiayaan Neto

s

Sisa Lebih Pembiavaan Anggaran Tahun Rp. 0,00

berkenaan
Pasal 2
{1} Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdin dan :
Rp. 26.428.531.091,00

Rp. 641.367.097.506,25
Rp.  98.159.388.000,00

a. Pendapatan Asli Daeran

b. Dana Perimbangan
¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

(2).Pendapatarn........ ...
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Zapatan As: Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdin
s pTdapatan
rah Rp 8.840.823.091,00
: > memrus Daerah Rp 573.800.000,00

! <o -wun Pendapatan Ash Daerah vang sah  Rp.  17.013.908 000,00

—

ingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdin dan

-7+ bag hasd Pajak/bukan Pajak Rp. 101.197.707 506,25
> Dana Alokast Umum Rp. 378.121.540.000,00
: - Duana Alokas: Khusus Rp. 162.047.850.000,00
j - <7 .un pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
. “-7uf ¢ tercin dan jenis pendapatan
2 Pencapatan Hibah Rp. 00
- Zana Bag Hasil Pajak dari Provinsi dan

f Pemenniah Daerah Lainnya Rp.  7.341.200.000,00

Danz Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 73.557.288.000,00
i = Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
F Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 17.260.900.000,00

Pasal 3

4. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

2z Belanja Tidak Langsung Rp. 228.767.362.733,00
= Belzanja Langsung Rp. 561.716.615.544,00

!-  Ze.zna Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdin

~art jerus belanja :

. 4 Belanja Pegawai Rp. 144.453.470.679,00
>. Belanja Hibah Rp. 14.519.875.262,00
.. Belanja Bantuan Sosial Rp. 109.000.000,00

1 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/
rabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 68.085.016.792.00
<. Belanja Tidak Terduga Rp. 1.600.000.000,00

’} Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dan

_enis belanja :

(3) Belarya. . ... ...
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Pasal 4
embuayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dan
v Penenmaan Rp. 26.128.961679.75
B.961.679.75
rengeiuaran Rp l ;},'()r(; (J")’/ (,"J-_ ‘z'_‘;

- . - " " ’
b osebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a terdir des

taln

Sisa Lebih  Perhitungan Anggaran Tahun
Angearan sebelumnya (SILPA) Rp. 26.128%61 672,75

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dzrm jer:s

pembiavaan .

2. Pembayaran Pokok Utang Rp. 1.600.000.000,00

Pasal 5

1T =T
i

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagzimenz
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian vang
t.dak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran | Ringkasan APBD,;

2. Lampiran [l Ringkasan APBD menurut Urusan Pemenntzhan Dacrzh <an

Organisasi;
2. Lampiran Il Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daeran,
Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Janis, Objek, Rincien

Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemenntahan Daerzh

Organisasi, Program dan Kegiatan;

Lampiran V  Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan

N

Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangez
Pengelolaan Keuangan Negara;

9. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan,

7. Lampiran VIl Daftar Piutang Daerah;

Y. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah;

J. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aser Tewp

Daerah;

10. Lampurgs
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10 Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

11. Lampiran Xl Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah,;

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman daerah dan obligasi.

Pasal 6

Bupatl Musi Rawas Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional

' pelaksanaan APBD.
Pasal 7
|Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

| Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

i Ditetapkan di Muara Rupit
b Pada tanggal 30 Desember 2015

S UTARA,

Diundangkan di Muara Rupit
 Pada tanggal 30 Desember 2015

?: NIP. 19591031 98603 1 009

! LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2015 NOMOR 19
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